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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri belum menempatkan Papua dan Papua Barat
sebagai satu kesatuan penanganan otonomi khusus, serta
belum mewadahi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat Tetap Badan Nasional
Pengelolaan Perbatasan (BNPP) sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan
Nasional Pengelola Perbatasan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 464 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 464

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah I, sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 455 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan, pembinaan dan evaluasi
daerah otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Ketentuan Pasal 466 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 466

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah I terdiri atas:

a. Seksi Provinsi Aceh; dan

b. Seksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

3. Ketentuan Pasal 467 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 467

(1) Seksi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 huruf a,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta
fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus
di Provinsi Aceh.

(2) Seksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 huruf
b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi
serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi
khusus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

4. Ketentuan Pasal 468 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 468

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah II, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 455 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan, pembinaan dan evaluasi
daerah otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

5. Ketentuan Pasal 470 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 470

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah II terdiri atas:

a. Seksi Provinsi Papua; dan

www.djpp.kemenkumham.go.id


